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LEBARAN IDUL FITRI 1438 H/2017 M DI KABUPATEN P

Menimbang :

Mengingat

P REVR §

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 332 /268 /Kpts/BPT-P8/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN
ESISIR SELATAN

TAHUN 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwan dalam rangka keamanan,ketertiban, kelancaran dan

pemelihurann situasi yang kondusif terhadap masyarakat

yang akan melaksanakan arus mudik dan arus balik lebaran

Idul Fitri 1438 H/2017 M di Kabupaten Pesisir Selatan,maka

perlu dibentuk Panitia Pengamanan kegiatan Lebaran ldul
Fitri 1438 11/2017 M di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentung Pembentukan Panitia Pengamanan Kegiatan
Lebaran Idul Fitri 1438 H/2017 M di Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2017;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-

Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-

Lembaran Negara Republik

Undang Nomor 58 Tahun 1958 (
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2003

a.

2,
Negara (Lembaran Negara .
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia %
Nomor 4286); 2y
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, L
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara '.,
nesia Tahun 2004 Nomor 66, %

Pengelolaan
(Lembaran Negara Republik Indo
Republik Indonesia Nomor

Tambahan Lembaran Negara

4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
donesia Tahun 2004

Daerah (Lembaran Negara Republik In ' '
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438),
5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan
KESATU

Republik
In gt
*eberapg kuli(iﬁ:tfl: Nomor 5587), sebagaimana  telan
Tahun 2015 1d l.“:rakhlr dengan Undang-Undang Nomor
Undanu Nomor 2:3(;{““lng Perubahan Kedua Atas Undang-
(Lcmburun Ne ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
58 Tamb gara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
’ ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
% [;Jndu'?u'u”dﬂﬂg Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
Negara Republik

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5601);
6 Tahun 1988

7. Peraturan Pemerintah Nomor
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloluan Keuangan Daerah (Lembuaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

tentang

9. Peraturan
Pedoman %
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturun Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indoncs'!a
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

11.
tentang Stundar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong

Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun
2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016
tentaqg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Stuktural
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016
Pendapatan dan Belanja

tentang Penjabaran Anggaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bertindak sebagai
koordinator Pelaksana kegiatan bidang keamanaan Kegiatan
Lebaran di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Panitia Pengamanan Kegiatan Lebaran Idul Fitri sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai
berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka persiapan
pelaksanaan pengamanan Kegiatan Lebaran Idul Fitri
1438H/2017 M di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

2. Membentuk anggota tim pengamanan yang berasal dari tim
gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan , Polres Pesisir Selatan,
dan Kodim 0311 Pesisir Selatan.

3. Mengkoordinir dan menempatkan anggota tim pengamanan di
titik-titik rawan gangguan kelancaran transportasi atau lalu
lintas, kriminalitas serta gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017.

4. Melakuknn evaluasi-evaluasi dan monitoring dalam rangka
kelancaran, ketertiban dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan

I:Cburun Idul Fitri 1438 H /2017 M di Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2017,

gﬁtia;:n:::uyulxung timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini
Kabuputc:lnp -cc..pf._ada Anggaran Pencdapatan dan Belanja Daerah
e (.lelr ’Selata? Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen
Polisi o ?gg_dran Satuan Kerju Perangkat Daerah Satuan

mong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatar; :
atan pada kegiatan Operasi Pengamanan Kegiatan Lebaran

Idul Fitri

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan




